Memberdayakan Partai Politik
dalam Era Multipartai

Bambang Cipto

system for relatively long time.

The adaption of Multiparty. System has been considered to be the best way to
reach Democracy. This writing has been based on standardized theoritical assump-~
- tions and on empirical experiences of some particular countries ini applying the
Multiparty System. At the same token, this article also provides a more compre-
hensive answer about the prospect as well as the threat faced by the system. This
artlcle has not merely based on the dream of developed countnes applying the

lakukan muncul berbagal apresiasii

terhadap prospek dan tantangan sistem
partai tersebut. Kesan pertama yang sege-
ra muncul adalah bahwa sistem tersebut
pemah diterapkan dalam dekade 50-an te-
tapi gagal di tengah jalan. Bahkan setelah
berjalan hampir satu tahun kesan negatif
itu, masih cukup.Kuat disebagian lapisan
masyarakat. Banyaknya partai yang ber-
munculan dengan berbagai aneka ragam
tanda gambar, tidak jarang beberapa partail
menggunakan tanda gambar yang mirip
satu sama lain, membuat kesan negatif ter-
sebut semakin kuat.

Sebaliknya bagi para aktifis partal par-
tai politik baru yang muncul secara menda-
dak maupun yang sudah cukup lama mem-
persiapkan diri sistem multipartai mereka
anggap sebagai penuh harapan dan tan-
tangan. Mereka pada umumnya sangat per-
caya bahwa inilah sistem partal yang pal-
ing tepat bagi Indonesia setelah leblh darii
30 tahun hidup dibawah sistem partai do-
minan. Tidak heran bila peserta pemilu yang
dianggap sah oleh Komisi Pemilihan Umum
jumlahnya mencapai 48 partai politk. Se-

S ejak sistem multipartai kembali diber-

buah jumlah yang luar biasa besar bahkan
bagi negara berkembang sekalipun.

Akan tetapi mengingat pengalaman Or-
de Baru yang sangat menentang pemben-
tukan partal baru maka tidak mengheran-

kan jika pandangan positiplah yang hingga

kini tetap kuat bertahan. Datam arti bahwa
sistem multipartai relatif didukung oleh se-
bagian besar masyarakat politik walaupun
bukan tanpa kritik sama sekali. Dikalangan
mahasiswa tidak jarang muncu! berbagai
pandangan sinis terhadap partai-partai po-
litik yang dianggap lebih banyak melakukan
deklarasi daripada melakukan pendidikan
politik. )

Tudingan ini cukup serius karena mun-
cul dari lapisan mahasiswa yang akhir-akhir
ini dikenal sebagai pasukan reformasi yang
selalu berada digaris depan dalam menyua-
rakan perubahan-perubahan politik. Seka-
lipun demikian tulisan ini akan mencoba
memberikan jawaban lebih komprehensif
berkenaan dengan prospek dan tantangan-
tantangan yang akan dihadapi oleh sistem
multipartai ditengah upaya bangsa ini me-
nuju Indonesia baru di masa depan.
Tulisan ini akan dibangun berdasarkan
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asumsi-asumsi teoritis baku dan
pengalaman empitis sistem multipartai di
berbagai negara-negara transisi. Dengan
menggunakan kedua perspektif ini
diharapkan agar visi dari karya tulis ini
tidak semata-mata dibangun di atas impian
negara-negara industri maju yang telah
cukup lama menerapkan sistem multipartai.
la dengan sendirinya juga akan diwamai
oleh pelajaran tentang upaya tiada henti
dari negara-negara demokrasi baru dengan
berbagai kompleksitas permasalahannya.
Secara teoritis sistem multipartai bisa
dikatakan sangat sesuai dengan kondisi
objektif bangsa Indonesia yang sangat he-
terogen dengan berbagal perbedaan bu-
daya, agama, suku, bahasa, golongan dan
kedaerahan. Arend Lijphart, misalnya, mem-
buat sebuah asumsi yang cukup valid bah-
wa untuk masyarakat-rnasyarakat dengan
tingkat pluralisme yang cukup tinggi sistem
partai yang diterapkan pada umumnya ada-
lah sistem multipartai. Alasan yang dike-
mukakan adalah masyarakat plural
dibutuhkan lebih banyak partai yang
terwakili badan legislatif agar kelompok-
kelompok minoritas tidak tertindas. Sistem
partai pada masyarakat plural dengan sen-
dirinya bersifat multidimensional. Semen-
tara untuk masyarakat-masyarakat yang
relatif homogen maka sistem dua partai
jauh lebih tepat untuk diterapkan.!
Berdasarkan asumsi diatas maka jelas
bahwa sistem multipartai jauh leblh tepat
bagi Indonesia daripada sistem dua partai.
Kegagalan Orde Baru membangun sebuah
partai dominan dan dua partai omamen me-
rupakan bukti kegagalan visi politik rejim
Orde Baru dalarm membangun sistem par-
tai yang responsif terhadap tuntutan objek-
tif masyarakat plural Indonesia.
Sekalipun demikian eksperimen bang-
sa [ndonesia dengan sistem multipartai ter-
baru inf dihadapkan pada sebuah dilema yang
cukup pelik. Di satu pihak, sistem multipar-

tai ini masih berada dalam tahap pertum-
buhan awal sehingga bersifat lemah dan ren-
tan terhadap gangguan eksternal. Sistem
multipartai pada hakekatnya belum sepe-
nuhnya mendapat legitimasi dari masyara-
kat politik. Di pihak lain, ABRI sébagai ke-
kuatan sosial-politik hingga kini masih ber-
ada pada posisi menentukan dalam sistem
politik dan setiap saat dapat meruntuhkan
pondasi baru sistem multipartai muda ini
sebagaimana pada eksperimen multipartal
pertama dalam dekade 50-an yang lampau.

Sifat kemudaan dari sistem multipartai
ini perlu mendapat perhatian serius dari
semua pihak agar dimasa depan tidak my-
dah dikecewakan oleh penampilan yang ku-
rang sempuma dari sistem partai baru ini.
Sekalipun demikian dengan memasukkan
unsur militer dalam analisis ini menjadi jelas
bahwa proses pertumbuhan sistem multi-
partai ini bukan hanya baru sifatnya namun
juga transisional menuju sistem politik be-
bas carnpur tangan militer. Dalam konteks
inifah sebenamya sistem multipartai dapat
kita pahami secara lebih komprehensif de-
ngan mengajukan berbagai persoalan-per-
soalan yang ada dan yang akan muncul di
masa depan kemudian mencari solusi jang-
ka pendek dan jangka panjang dalam kon-
teks pembangunan Indonesia baru.

Paradok-paradok Sistem Multipartai

Berdasarkan studi sejarah kepartaian
pertumbuhan sistem multipartai dapat di-
bagi ke dalam dua bagian sentral.2 Baglan

¥ Arend Lijphart, Democracies.. Pattems
of Majoritarian and Comensus, Govemment
in Twenty-one Countries, New Haven: Yale
University Press, 1984, ha]. 27.

2 Timothy J. Power, "Puppets, Parties, and
Paradoxs: Changing Attitude Toward Party Ins-
titutionalization” Party Politics, Vol. 3, (April,
1997), hal. 207.

UNISLA NO, 38/XXIT/IT/1 959

35




Topik: Memberdayakan Partai Politik dalam Era Multipartai, Bambang Cipto

pertama mencakup pertumbuhan dan per-
kembangan sistem multipartai yang
dipenuhi dengan uji-coba dalam segala as-
peknya. Pada tahap pertama ini jumlah par-
tai pada umumnya sangat besar sebagal
akibat dari ledakan partisipasi politik. Ta-
hapan pertama ini cukup rentan terhadap
manuver politik militer sebagai akibat dari
konflik yang mudah terbangun sebagai aki-
bat persaingan keras dengan partai-partai
baru termasuk didalamnya partal-partai sta-
tus quo yang masih ingin tetap memperta-
hankan kekuasaannya. Ramifikasi konflik
ini membuat partai-partai kehilangan kesem-
patan untuk melembagakan nilai-nilai da-
samya sehingga sulit tampii sebagai partal
dalam arti sebenamya.

Bagian kedua dari perkembangan sis-
tem multipartai adalah pada saat partai-par-
tai sudah mulai melembagakan diri yang de-
ngan sendirinya membuat sistem kepar-
taian pun terlembaga pula. Diperlukan wak-
tu cukup lama untuk menuju sistem multi-
partai yang terlembaga apalagi jlka sistem
partai dominan pemah lama mendominasi
sistem kepartaian ditambah dengan faktor
militer didalamnya. Tahapan kedua ini mun-
cul jika berbagal permasalahan dalam perio-
de pertama sudah mulai dapat ditangani
oleh partai-partai baru.

Pada tahapan pertama pertumbuhan
sistem multipartal dapat diidentifikasi be-
berapa permasalahan pokok partai, antara
lain, tidak adanya ikatan kohesif dalam
tubuh partai. Hubungan antara elit dan mas-
sa masih terlalu renggang. Kalaupun ada
sifatnya sangat cair karena dibangun dalam
waktu singkat dan penuh dengan karakter
emosional. Masing-masing faksi dalam tu-
buh partai baru mengklaim sebagai pendu-
kung pimpinan puncak atau tokoh senior
partai dan berusaha menduduki posisi stra-
tegis partal. Akibatnya banyak politisi baru
yang benar-benar tidak berpengalarnan
menduduki posisi-posisi penting dan menen-

tukan padahal mereka belum sepenuhnya
siap. Dapat dikatakan bahwa partai-partai
baru sering kekurangan politisi professional
dan kelebihan politisi yang kurang atau bah-
kan sama sekali tidak profesional,

Nominasi calon anggota legislatif ada-
lah persoalan lain mengingat ketiadaan krite-
ria yang jelas. Kelangkaan kriteria ini me-
micu persaingan antar faksi dalam tubuh
partai dan tidak jarang diakhlri dengan kon-
flik membara dan bukan tidak mungkin per-
pecahan partai. Faksi-faksi itu, antara lain,
adalah mereka yang merasa sangat aktif
dalam organisasi palitik baru ini, kelompok
pembéri sumbangan terbanyak, kelompok
sangat dekat dengan elit partal, atau dari
faksi terbesar. Mereka bersaing ketat untuk
mendapatkan jatah datam nominasi anggo-
ta legislatif

Karena rekruitmen caleg tidak berlang-
sung sempurna maka sulit mengharapkan
bahwa partai-partai akan memainkan peran
yang sempurna dalam hadan legisla-
tif.Menurut Power badan legislatif yang
dihasilkan oleh sistem multipartai pada ta-
hapan awal ini akan ditandai dengan situasi
fragmentatif. Kondisi ini sangat tidak.
menguntungkan bagi partal-partai unfuk
membangun koalisi karena koalisi
menuntut partal-partai yang kohesif dan
otonom. Jika berbedaan faksional dalam
tubuh partai terbawa ke badan legislatif
maka partai-partal akan sulit beker]a-sama

- gatu sama lain.

Sebuah contoh spektakuler adalah eks-
perimen multipartai di Jepang. Sudah cu-
kup lama. Jepang memiliki sistemn multi-
partai namun selama 36 tahun LDP selalu
unggul dalam setiap pemilihan. Akibatnya
badan legislatif Jepang selama tiga sete-
ngah dasawarsa selalu dikuasai partai do-
minan LDP. Akan tetapi kasus korupsi yang
berpuluh tahun menyelimuti LDP akhimya
membuat partai ini terjungkal untuk per-
tama kalinya dalani pemilu 1893. Diluar du-
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gaan semua crang, temyata partai-partai
baru yang bergabung mengalahkan LDP
ternyata tidak dapat bertahan lama dan
sudah dua tahun terakhir ini LDP kembali
menguasai parlemen Jepang. Sementara
di Brasil dibutuhkan hingga lebih dari tiga
putaran pemilu reformasi sebelum partai cpo-
sisi benar-benar memiliki kesempatan un-
tuk mendeminasi parlemen Brasil. Bila di
Jepang partai oposisi gaga! bertahan di
kursi kekuasaan, maka di Brasil membu-
tuhkan waktu yang cukup lama untuk men-
dominasi parlemen dan eksekutif

Kedua contoh diatas secara empirik
menunjuk pada gejala pertumbuhan awal
sistem multipartai yang penuh dengan re-
siko dan tantangan serius. Ketidaksiapan
partai-partai baru bisa berakibat fatal, yakni,
munculnya kembali partai status quo atau
lambatnya proses reformasi. Diperlukan ke-
mampuan tinggi di kalangan elit partai-par-
tai baru untuk dapat membaca dan mengan-

tisipasi paradok-paradok sistem multipartai .

agar tidak terjebak ke dafam bahaya laten
kelompok anti-reformis.

Mencari Budaya Koalisi

Transisi menuju sistem multipartai bu-
kan sekedar gejala perubahan jumlah partai
dan aturan main pelitik ia juga seharusnya
diikuti oleh perubahan budaya politik, khu-
susnya budaya berkoalisi. antar partal.
Bangsa ini pemah mencoba meletakkan.da-
sar-dasar budaya koalisi pada dekade 50-
an melalui serangkaian eksperimen koalisi
beberapa partai. Namun eksperimen terse-
but berakhir gagal karena dua hal. Pertama,
koalisi dimasa lalu dilakukan dengan tidak
memperhatikan karakter dasar masing-ma-
sing partai. Persoalan ini membuat partai-
partai politik dengan basis aliran berbeda
bahkan "sebenamya" bertentangan secara
ideologis kemudian bergabung membentuk
pemerintahan.? Pola berpikir sederhana ini

membuat koalisi di masa lalu tidak pemah
mampu bertahan lama. Tidak jarang sebuah
pemerintahan hanya bertahan selama bebe-
rapa bulan. Sehingga dalam jangka waktu 9
tahun (dari1950 hingga 1959) terjadi 7 kali
pergantian kabinet.* Dengan kata lain se-
tiap kabinet hanya berusia rata-rata 1,2 ta-
hun, sebuah jangka waktu yang teramat
pendek untuk mengevaluasi kebijaksanaan,
Pergantian kabinet yang sedemikian ce-
pat pun bukan hanya partai-partai kesulitan
membangun budaya koalisi namun juga
mendorong ABRI untuk kemudian men-
ciptakan koalisi dengan Sukarno untuk
menggusur partai politik dari eksekutif lewat
demokrasi terpimpinnya. Pengalaman ini
sangat penting untuk diingat partai-partai
saat ini karena ancaman ototerisme dan
militerisme tidak dengan sendiri-nya hilang
dengan lengsemya Suharto. Sebab penin-
jauan kernbali oleh kekuatan status quo
atas kinerja partai-partai oposisi dewasa ini
dan kegagalan mereka menciptakan peme-
rintahan kelak dikemudian hari bukan tidak
mungkin mengundang kembali status quo
plus militer ke dalam kancah politik.
Sekalipun yang paling mendesak untuk
dipahami adalah bahwa kesalahan utama
dari model koalisi lama adalah bahwa mo-
del-model tersebut tidak dibangun diatas
pemahaman ideclogi partai yang menjadi
salah satu pendorong utama kehidupan par-
tai politik bersangkutan. Dengan kata-kata
lebih sederhana dapatlah disimpulkan bah-
wa pada waktu itu koalisi tidak dibangun
dengan landasan teori yang kuat sehingga
menyulitkan masing-masing partai untuk
menyusun kerjasama dengan rekanan me-

8 Tentang aliran ini baca Herbert Feith,
"Pengantar,” dalam Pemikiran Polilik Indone-
sia 1945-1965, diedit oleh Herbert Feith

4 Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik In-
donesia: Sualu Mode! Pengantar, Bandung:
Penerbit Sinar Baru,1988, hal, 150-151.
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reka masing-masing.

Teori koalisi terbagi ke dalam dua ba-
gian besar, yakni, office-seeking mode! dan
policy-seeking model.® Dalam model per-
tama partai-partai bergabung semata-mata
karena mereka ingin mendapatkan kekua-
saan di pemerintahan. Dalam konteks ini
partai-partai yang tidak pivotal, yakni partai
yang tidak memenuhl syarat dan tidak di-
periukan, tidak akan bergabung. Dengan ka-
ta lain, partai-partai hanya membatasi diri
pada partai yang memang memiliki bar-
gaining position yang sangat kuat. Semen-
tara dalam model kedua, partai-parta!l ber-
gabung karena mempertimbangkan kese-
larasan kebijaksanaan partai. Sehingga par-
tai bergabung tidak sekedar merebut jabat-
an publik namun juga sangat rnempertim-
bangkan arah kebijaksanaan partai-partai
yang akan berekanan dalam koalisi.

Arend Lijphart dengan elaborasi yang
lebih rinci pada dasamya juga mengajukan
dua baglan besar teori-teori koalisi.f Bagian
pertama terdiri dari teori minimal winning
coalition, minimum size coalition, bargain-
ing position. Teori-teori ini pada dasamya
mengedepankan pentingnya unsur kehen-
dak untuk mendapatkan kekuasaan sebe-
sar-besarnya dari setiap partai yang akan
bergabung ke dalam koalisi. Artinya moti-
vasi politisi untuk berkoalisi tidak leblh dari
usaha mendapatkan kekuasaan lewat pem-
bentukan kealisi.

Bagian kedua adalah teori minimal
range coalition, dan minimal connected win-
ning coalition. Bagian kedua ini lebih me-
ngetengahkan kedekatan ideologi dan kebi-
jaksanaan sebagai dasar untuk memba-
ngun sebuah koalisi. Masing-masing elit di-
dorong oleh motivasi kuat bahwa mereka
berkoalisi karena pertimbangan kedekatan
ideologi dan arah kebijaksanaan partai.

Secara khusus Lijphart menegaskan
bahwa teori minimal range dan minimal con-
nected winning adalah teorl yang paling

banyak diterapkan negara-negara demokra-
si di dunia. Kelompok pertama jarang diterap-
kan dalam dunia nyata karena berdasarkan
teon-teori ini partai, dengan motivasi
tunggal mendapatkan kekuasaan politik
(memaksimalkan kekuasaan politik), meng-
abaikan sama sekali pertimbangan ideolo-
gis dan kedekatan kebijakan politik. Se-
hingga tidak jarang partai dari spektrum
kiri berkoalisi dengan partai dari spektrum
kanan. Dengan kata lain, Lijphart hendak
mengingatkan bahwa adalah sangat bijak
bila partal politik hanya berkoalisi dengan
partai lain yang masih dalam sebuah spek-
trum ideologi. Koalisi lintas spektrum ideo-
logi sangat riskan karena akan menumbuh-
kan konflik ideologi dan kebijaksanaan.

Spektium Ideologi Partai

< 4+——4
Kini Tengah

—>- —
Kanan

Lijphart membelah partai kedalam
spektrum ideologi kiri, tengah, dan kanan.
Semakin ke kanan maka partai-partai ber-
ada pada posisi sangat liberal (ekstrim ka-
nan), semakin ke tengah semakin moderat.
Sebaliknya semakin ke kiri sebuah partai
akan semakin sosialis, komunistis (ekstrim
kirl). Partai tengah adalah partai moderat
yang dapat bergabung dengan kedua spek-
trum ideologi. Partal-partai yang berada pa-
da spektrum ideologi kanan {demokrat, li-
beral) sebaiknya bergabung dengan partai
yang segaris atau berada disebelah kanan
partai tengah (moderat). Sebaliknya partai-
partai yang hidup dalam spekirum ideologi

§ Junko Kate and Michael Laver, 'Theory
of Government Formation and the 1996 Gen-
eral Election in Japan,” Party Politics, Vol. 4,
1998, hal. 23 1-23 4.

8 Lipjhart, Op cit, hal52.
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kirf (demokrat, sosialis) sangat disarankan
untuk berkoalisi dengan partal lain yang
berada pada spektrum yang sama kalau
tidak berjauhan. Dengan demikian koalisi
antar partai yang berada di sebelah kanan
. dan di sebelah kiri sudah tentu sangat ris-
kan karena masing-masing elit akan dipak-
sa melakukan kompromi ideoclogi yang ber-
leblhan. '

Ketentuan dasar dari spektrum ideologi
inilah yang menjadi pedoman partai-partal
politik di Jerman, Perancis, Belanda, Je-
pang dan negara-negara multipartal lainnya.
Di negara-negara tersebut peluang partai
melakukan koalisi lintas ideologi nyaris
mendekati angka nol. Di Jerman memang
pernah dicoba koalisi antara CDU (partai
kanan) dan SDP (partai kiri) namun ekspe-
rimen ini berlangsung sesaat dan saat itu
tidak pemah ada lagi upaya melakukan koa-
lisi lintas ideoclogi. Demikian pula di Peran-
cis model koalisi lintas ideologi yang dise-
but kohabitast inipun berakhir dengan kega-
galan. Sejak itu negara-negara muitipartai
hanya menerapkan teori satu lingkungan
ideologi, baik kanan maupun kiri sebagai
strategi dalam menyusun koalisi. CDU se-
laku partai kanan tak lagi pemah berkoalisi
dengan partai kiri SDP. Perlu pula dicatat
disini bahwa SPD tidak pernah ragu mem-
bawa bendera partai kiri karena pada umum-
nya makna kiri di Eropa dan di negara de-
mekrat lain telah berubah -menjadi sangat
moderat dan cenderung dekat dengan par-
tai tengah. Itutah sebabnya dewasa ini Ero-
pa didominasi oleh partai-partai kiri dan fi-
dak pemah ada kekhawatiran bahwa Eropa
akan jatuh ke dalam pengaruh komunis
Rusia atau Eropa Tiniur.

Sejauh mana Indonesia dapat meng-
apresiasi perkembangan diatas adalah per-
soalan paling krusial bagi masa depan sis-
tem multipartai kita. Jika pola berpikir diatas
dianggap tabu karena berbagai alasan
maka kemungkinan reformasi justru akan

berlangsung lambat. Sudah tentu penulis
tidak menolak kenyataan bahwa diperlukan
adaplasi agar teori tersebut dapat segera
diaplikasikan ke bumi Indonesia. Namun
kenyataan bahwa semua sistem multipartai
menerapkan metode diatas menjadi
keharusan bagi elit partai untuk memikirkan
sungguh-sungguh opsi diatas.

Hubungan Eksekutif-Legislatif

Bagaimana seharusnya hubungan ek-
sekutif-legislatif dalam era multipartai?
Persoalan ini cukup krusial akan menentu-
kan masa depan sistem multipartai dan
pada gilirannya masa depan Indonesia baru
kita. Persoalan ini lebih banyak menyang-
kut isu kelembagaan daripada sekedar re-
lasi antara dua cabang pemerintahan.

Ada semacam konvensi tak tertulis
bahwa sistem multipartai akan menghasil-
kan badan legislatif yang terdiri dari banyak
partai. Kecualt ada sebuah partai sangat
dominan atau karena campur tangan berle-
bihan, maka pemilihan dalam sistem mul-
tipartal bisa diperkirakan akan menghasil-
kan parlemen atau badan legislatif dengan
jumlah partal yang banyak. ltulah sebab-
nya diperlukan koalisi untuk mendirikan pe-
merintahan. Sistem pemilihan proporsional,
yang dimaksud untuk memelihara sistem
multipartal dengan sendirinya akan mem-
beri jatah kursi bagi partai pemenang pemi-
lu sesuai dengan proporsi suara yang ber-
hasil dikumpulkan oleh masing-masing
partai bersangkutan. Dengan sendirinya
sistem multipartai mengisyaratkan perlunya.
pemerintahan koalisi karena perolehan
suara masing-masing partai biasanya
sangat sedikit (dibawah 50%) dalam arti
tidak cukup untuk memenuhi persyaratan
mayoritas.

Koalisi yang dibentuk sebagai hasil pe-
milihan multipartai secara alamiah dan nor-
mal akan menghasilkan seorang Perdana
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Menteri sebagal pucuk pimpinan pemerin-
tahan (head of governmen). Sepanjang
eksperimen demokrasi liberal dalam era
50~an Indonesia pun memiliki beberapa Per-
dana Menteri. Dengan kata lain, koalisi di
masa lalu ditinjau dari sudut kepala ekse-
kutif sebenamya sangat alamiah dan nor-
mal.

Persoalan sekarang adalah bahwa kon-
stitusi menyatakan presiden sebagal ke-
pala eksekutif dan dipilih oleh MPR. Ini ber-
arti bahwa parlemen multipartal tidak me-
nelorkan Perdana Menteri namun mengha-
silkan presiden. Persoalan ini sangat mere-
potkan bagi perkembangan multipartai men-
datang. Tiga kemungkinan buruk yang
akan muncul karena kesalahan institusio-
nal, yakni, presiden tetap dipilih oleh MPR.
Pertama, presiden akan menjadi sangat
otoriter karena dipilih oleh MPR yang se-
bagian anggotanya tidak dipilih langsung
oleh rakvat (vertically unaccountable). Se-
cara konstitusional presiden keempat men-
datang dengan demikian hanya bertanggung-
jawab kepada MPR. Jika kekuasaan pre—
siden kemudian membengkak secara tak
terkontrol atau bahkan melakukan abuse
of power maka ia dapat melempar kesa—
lahan tersebut kepada MPR bukan kepada
dirinya sendiri. Secara teknis-konstitusional
rakyat tidak dapat menghukurn presiden
karena memang tidak dipilih oleh rakyat.
Kedua, jika presiden dianggap menyimpang
dari ketentuan yang disepakati partai-partal
di DPR sedangkan partai-partai tidak mung-
kin menghentikan presiden karena ada un-
sur utusan daerah dan golongan serta ABRI
yang tidak dipilih rakyat maka terdapat ke-
mungkinan DPR akan mengalami kere-
takan. Jika ini terjadi maka bukan tidak
mungkin akan terjadi deadlock datam hu-
bungan eksekutif-legislatif Jika perkiraan
ini terjadi maka pemerintah akan meng-
alami keguncangan karena tidak didukung
lagi oleh DPR padahal DPR sulit menja-

tuhkan presiden. Perkiraan ini akan mem-
buat pemerintah secara keseluruhan meng-
alami kelumpuhan politik. Sudah barang
tentu keadaan ini akan memperburuk upa-
ya memperbaiki krisis ekonomi. Ketiga, jika
kombinasi muitipartai dan presiden ini tetap
dipaksakan maka daya tahannya akan sa-
ngat rendah. Sebuah penelitian mutakhir
menghasilkan sebuah kalkulasi bahwa kom-
binasi buruk ini akan menghasilkan pe-
merintahan dengan daya tahan paling lama
11 tahun sebelum ambruk untuk digantikan
oleh pemerintahan otoriter.”

Berbeda dengan sistem multipartai se-
perti di Jepang yang dapat dengan mudah
menggantikan Perdana Menteri jika tidak
lagi didukung oleh parlemen Jepang. Di Je-
pang pemerintah dapat tetap berjalan se-
kalipun Perdana Menteri digantikan. Sedang-
kan di Indonesia kelumpuhan pemerintah
benar-benar akan memperburuk krisis eko-
norni nasicnal. Persoalan ini sudah barang
tentu tidak mudah dipecahkan kecuali de-
ngan melakukan perubahan undang-undang
atau merevisi konstitusi untuk disesuaikan
dengan tuntutan reformasi saat ini.

Isu Penegakan Supremasi Sipil

Tantangan terberat yang barangkalt akan
dihadapi sistem multipartai dalam jangka pen-
dek maupun jangka panjang adalah bagai-
mana menegakkan kembali supremasi sipil
yang sempat tumbuh dalam era demokrai
lieral dimasa lalu. Selama supremasi mili-
ter atas sipil masih menjadi realita politik ma-
ka selama itu pula multipartai tidak akan per-
nah sungguh-sungguh terlembagakan. Itu ber-
arti bahwa selama konsep dwi-fungsi ABRI
masih bercokol di Indonesia maka supre-

* Adam Przeworski, Nfichael Alvarez,
Jose Antonio Cheibub & Femando Limongi,
"\What Makes Democracies Endure,” Journal
ofdemocracy, (January 1898).

40

UNISIA NO. 39/XXIII/II/1 999



Topik: Memberdayakan Partai Politik dalam Era Multipartai, Bambang Cipto

masi sipil akan tetap menjadi impian.
Inilah agenda yang tersulit yang bakal
dthadapl elit partai dalam era multipartai saat
ini. Serangkaian peristiwa kekerasan akhir-
akhir ini memperkuat keyaklnan publik bah-
wa kekerasan politik warisan Orde Baru yang
sangat mengandalkan kontribusi ABRI ter-
nyata menimbulkan dampak sangat berba-
haya yang pada ujung-ujungnya sulit diji-
nakkan.
Ada dua pandangan menarik berkena-
an dengan masa depan hubungan sipil mili-
ter di negara transisi. Pandangan pertama
cenderung negatif dan meragukan kemam-
puan sipil mendorong kembali militer ke
barak.® Pandangan ini dikemukakan oleh
Alfred Stepan, seorang pakar militer Brasil.
Pandangan kedua cenderung positif dan
mengajukan argumentasi bahwa peran po-
litik militer sangat tergantung pada kapasi-
tas sistem partai dan negara bersangkutan.
Pandangan ini diajukan oleh Felipe Aguero
seorang pakar militer Spanyol.® °
Menuriit Stepan kesulitan utama nega-
ra-negara transisi dalam menggalang du-
kungan untuk mendorong militer keluar dari
sistémn politik adalah karena militer merasa
memiliki hak istimewa dan cénderung me-
lawan setiap kali sipil mencoba untuk me-
ngurangi peran politik militer. Akibatnya ada-
lah transisi politik demokratis diwamai de-
ngan konflik kekerasan antara militer dan
sipil dengan mengambil berbagal bentuk
dan manifestasinya, baik transparan mau-
pun tidak transparan. Konfiik kekerasan ini-
lah yang mengakibatkan reformasi berjalan
sangat lambat dan militer tetap bertengger
dalam puncak-puncak kekuasaan politik.
Aguero, sebaliknya, mengajukan se-
buah argumentasi baru dengan mengambil
Spanyol sebagal studi kasus, Tesfs utama
Aguero adalah bahwa peran politik militer
pada dasamya dapat direduksi secara ber-
tahap asalkan sejumlah persyaratan fun-
damental dapat dipenuhi. Persyaratan ter-

sebut adalah kesediaan kekuatan sipil un-
tuk selalu berdiri di depan dalam mengaju-
kan proposal perubahan-perubahan politik
dan kemampuan kekuatan sipil menggafang
kekuatan gabungan untuk menghadapi mi-
liter yang sangat terorganisir (well-organi-
Zed) dan kaya sumber daya (wefl-financed).

Bahkan Aguero bergerak lehih jauh dari
Stepan dengan mengemukakan eksperimen
Spanyol dan Uruguay bahwa sisterm mul-
tipartai yang ideal adalah sistem multipartai
yang sederhana, yakni, terdir! hanya be-
berapa partai besar yang mampu menan-
dingi kinerja militer. Disini kita dapat belajar
bahwa Brasil yang menerapkan sistem ba-
nyak partai, dari partai besar hingga partali
gurem, temyata gagal mengundurkan mi-
liter. Sementara Uruguay dan Spanyol yang
mengembangkan sistem partai sederhana
tapi kokoh dan legitimate temyata lebih ce-
pat mengundurkan militer dari gelanggang
politik. |

Dengan menggabungkan kedua penda-
pat diatas maka kita dapat menarik kesim-
pulan bahwa persoalan dasar dari hubung-
an sipil-militer di negara-negara transisi me-
nuju demokrasi adalah apakah negara ter-
sebut memiliki sistem partal kuat,berpenga-
ruh, serta legitimate. Dalam era reformasi
argumen ini tampaknya cukup realistis
dalam arti berkurangnya pengaruh otorita-
rianisme Orde Baru membuat upaya ke
arah itu bukan sesuatu yang sekedar im-
pian. Persoalannya adalah sejauh mana
partai-partai baru dapat segera menyadari
betapa penting menggalang kekuatan opo-

8 Alfted Stepan, Militer dan Demokratisast:
Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara
Lain, Terjemahan,Jakarta: Grafiti Pers, 1996.

* Felipe Aguero, Soldiers, Civifians, and
Democracy: Post-Franco Spairi in Compara-
tive Perspective, Baltimore: The John Hopkins
University Press, 1995,
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sisi untuk menekan militer tanpa harus mem-
persoalkan harga diri militer.

Tulisan diatas dimaksudkan untuk
menciptakan sebuah kondisi dialogis di ka-
langan kekuatan reformasi khususnya di
kalangan politisi sipil. Sudut pandang tu-
lisan ini cenderung memberikan Kritikan
tajam terhadap partai politikk dengan mak-
sud memberikan semacam gambaran ma-
sa kini dan masa depan yang tidak mudah.
Sesual dengan usia gerakan reformasi dan
partal-partal politik baru jelas bahwa masih
terlalu banyak yang harus dan dapat
dikerjakan oleh semua pihak. Secara khu-
sus partai politik bakal menjadi pemain uta-
ma dalam pentas politik Indonesta baru men-
datang. Mengingat politik dimasa depan
akan cenderung lebih terbuka dan demokra-
fis sudah layaklah kiranya jika calon peme-
gang kendali masa depan ini terbiasa ber-
pikir realistis dan tidak sekedar memanfa-
atkan momen-momen jangka pendek. Par-
tai pohtak diharapkan memikirkan perannya
dalam konteks petjuangan reformasi jangka
panjang yang sudah barang tentu berbeda
dengan target pemilu yang hanya berjangka
pendek. e.
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